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BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian, setelah melalui pengolahan dan analisis 

ekonomi pada penelitian yang berjudul “Analisis Faktor yang Mempengaruhi 

Pengeluaran Pemerintah di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta tahun 2008-2017”. Peneliti dapat menyimpulkan yaitu: 

1. Pendapatan Asli Daerah 

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukan bahwa variabel 

Pendapatan Asli Daerah pengaruh yang signifikan dan positif terhadap 

Pengeluaran Pemerintah di masing-masing daerah Kota dan Kabupaten 

se Daerah Istimewa Yogyakarta, yang berarti sesuai dengan hipotesa. 

Variabel ini menggambarkan peranan PAD dalam membiayai 

pengeluaran pemerintah pada masing-masing daerah yang mana 

pengeluaran tersebut terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran 

pembangunan.  

2. Dana Perimbangan 

Berdasarkan hasil uji parsial menunjukan bahwa variabel Dana 

Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran 

Pemerintah. Hal ini sesuai dengan hipotesa yang sudah ada. Variabel ini 

menggabarkan peranan Dana Perimbangan ketika terjadi kenaikan 

jumlah didalam Dana Perimbangan maka akan berpengaruh terhadap 

kenaikan jumlah Pengeluaran Pemerintah. 
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3. Masyarakat Terdidik 

Menurut hasil uji parsial dapat disimpulkan bahwa variabel 

Masyarakat Terdidik tidak berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran 

pemerintah. Hal ini disebabkan jumlah masyarakat terdidik disetiap 

daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kurang mendominasi, 

sehingga kurang mampu mempengaruhi pengeluaran pemerintah di 

masing masing daerah secara signifikan 

4. Secara simultan antara Pendapatan Asli Daeran, Dana Perimbangan, dan 

Jumlah Masyarakat Terdidik terhadap Pengeluaran Pemerintah 

Secara bersama sama variabel Pendapatan Asli Daeran, Dana 

Perimbangan, dan Jumlah Masyarakat Terdidik berpengaruh signifikan 

positif terhadap Pengeluaran Pemerintah yang ada di Daerah Istimewa 

Yogyakarta 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, maka implikasi yang 

berkaitan dengan penelitian adalah: 

1. Pemda perlu meningkatkan PAD dengan memaksimalkan kekayaan 

sumber daya alam seperti tempat-tempat wisata, daerah tambang, daerah 

pertanian dan memberikan modal kepada masyarakat yang memiliki 

kekayaan alam untuk diolah dan dijadikan pemasukan daerah sehingga 

dapat meningkatkan PAD. 
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2. Untuk Dana Perimbangan, pengelola perlu mengetahui sumber-sumber 

pendapatan masing-masing daerah sehingga dapat menyeimbangkan 

antara pendapatan dengan pengeluaran dengan lebih seksama. Kemudian 

diharapkan pemerintah daerah dapat mengurangi ketergantungannya 

terhadap pemerintah agar daerah lebih maju dan mencapai kemandirian 

ekonomi.  

3. Untuk Jumlah Masyarakat Terdidik, pemerintah daerah perlu menata 

kembali kebijakan kependudukan di wilayah masing-masing. Selain itu 

pemerintah perlu mensosialisasikan pentingnya pendidikan yang 

bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan 

mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peranan masyarakat dalam 

keikutsertaannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Daerah yang 

maju adalah daerah yang memiliki sumber daya manusia dengan tingkat 

pendidikan tinggi yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian 

serta kesejahteraan masyarakatnya meningkat. 
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